SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH
J1. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788189 Fax (0293)788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/33/KEP/01.08/2024

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang
perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan
tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang
profesional dan berintegritas tinggi  yang mampu
menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan
manajemen pemerintahan yang demokratis sesuai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan Reformasi Birokrasi yang
fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap
akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal,
serta isu prioritas, perlu melakukan perencanaan Reformasi
Birokrasi dengan menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Magelang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024,
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diatur dengan Keputusan
Sekretaris Daerah setiap tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 601);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magelang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2024 yang terdiri atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Perangkat Daerah wajib melaksanakan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebaimana
dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
Drs. ADI WARYANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003
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